
 

 
 

 
 

 
 

PERATURAN BUPATI KUNINGAN 
NOMOR  89 TAHUN 2020 

 

TENTANG 
 

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS  
KETERLAMBATAN PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN  

PERISTIWA PENTING LAINNYA DI KABUPATEN KUNINGAN  
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KUNINGAN, 
 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 90 Peraturan 
Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2017, 
yang menyatakan bahwa setiap penduduk dikenai sanksi 

administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu 
pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 
ketentuan pelaksanaan Sanksi Administrasi dimaksud diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; 

  b. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir yang 
berakibat menimbulkan kerugian material yang cukup besar 

dan dapat mengakibatkan kematian serta telah berimplikasi 
pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, 
sehingga perlu dilakukan kebijakan strategis guna 

meringankan beban masyarakat salah satunya melalui 
penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas 

keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan 
peristiwa penting lainnya; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas 

Kelerlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan 
Peristiwa Penting Lainnya di Kabupaten Kuningan Dalam Masa 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1968; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;  

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 

Menular; 
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013; 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana; 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015;  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;  

11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan 

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 

tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 

6 Tahun 2017;  

13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan 
Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan; 

14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 56 Tahun 2017 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administrasi Denda 

Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
Sipil di Kabupaten Kuningan; 

15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang 
Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan 

Kabupaten Kuningan. 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI 

ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS KETERLAMBATAN 
PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PERISTIWA 

PENTING LAINNYA DI KABUPATEN KUNINGAN DALAM MASA 
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan. 

2. Bupati adalah Bupati Kuningan. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kuningan. 



4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kuningan. 

5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Kuningan. 

6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Kuningan. 

7. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Kuningan. 

8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan 
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data 

kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan 
sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta 
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 

pembangunan sektor lain. 

9. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing 

yang bertempat tinggal di Indonesia. 

10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah 

orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa 
lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga 
Negara Indonesia. 

11. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara 
Indonesia. 

12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang 
diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum 

sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data 

agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, 
pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan 

pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan 
serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu 
identitas atau surat keterangan kependudukan. 

15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami 
Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat 

terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu 
tanda penduduk dan/atau surat  keterangan kependudukan 

lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta 
status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 

16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK, 

adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau 
khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar 

sebagai Penduduk Indonesia. 

17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK, adalah kartu 

identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan 
dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota 
keluarga. 

18. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut 
KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang 

merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang 
diterbitkan oleh Dinas. 

19. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disebut KIA adalah 
kartu identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang 
berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum 

menikah yang diterbitkan oleh Dinas. 



20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang 

dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada 
Dinas. 

21. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan 
pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada 

Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

22. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang 
meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, 
perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan 

anak, perubahan nama dan perubahan status 
kewarganegaraan. 

23. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan 
kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

24. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada 

orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

25. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan 

tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa 
Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan 
penyajian Data Kependudukan di desa atau kelurahan. 

26. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang 
selanjutnya disebut SIAK adalah sistem informasi yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi 

Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai 
satu kesatuan. 

27. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang 

disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi 
kerahasiaannya. 

 
BAB II 

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA 
ADMINISTRASI 

 

Pasal 2 

(1) Penghapusan sanksi administrasi berupa denda administrasi 

atas keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan 
peristiwa penting lainnya diberikan kepada semua penduduk 

Kabupaten Kuningan yang memiliki status Warga Negara 
Indonesia dan Orang Asing selama pandemi Corona Virus 
Desease 2019 (Covid-19). 

(2) Penghapusan sanksi administrasi berupa denda administrasi 
keterlambatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan pada saat pemohon mengajukan pengurusan 
dokumen kependudukan dimaksud selama pandemi Corona 

Virus Desease 2019 (Covid-19). 

 



 


